
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
PROVINSISULAWESIUTARA 

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
NOMOR ..2.Ll TAHUN 2017 

TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAN 

ALOKASI DANA DESA (ADD) 
TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, 

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 4 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 
2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peaturan 
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis 
Pengelolaan dan pengalokasian Alokasi Dana Desa 
Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur; 

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 
di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4875); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia 5234); 



-, 
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4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nornor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nornor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4575); 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4576); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2005 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4503); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber 
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5694); 



, .... \ 

-, 

Menetapkan 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 43 
tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 5717); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 2093); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 
2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2016 (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 903); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 
Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 
Timur Nomor 14 Tahun 2016 ten tang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017; 

20. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 
61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 
pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur Tahun Anggaran 2017; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN 
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 
ANGGARAN 2017. 
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BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan : 
(1) Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 
(2) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bolaang 
Mongondow Timur. 

(3) Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 
(4) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 

Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. 
(5) Camat adalah Kepala Wilayah sebagai perangkat Daerah dalam 

melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati dan bertanggung 
jawab kepada Bupati. 

(6) Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

(7) Pemerintah Desa adalah Sangadi atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Desa. 

(8) Sangadi adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya 
dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

(9) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

(10) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut nama lain 
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang 
anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

(11) Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut nama lain adalah 
Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan 
merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan 
masyarakat. 

( 12) Rukun Tetangga (RT) adalah bagian dari wilayah dusun yang ada di 
dalam Desa. 

( 13) APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Bolaang MongondowTimur Tahun Anggaran 2016. 
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(14) Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, 
adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan 
oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan. 

(15) Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban keuangan Desa. 

(16) Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes, adalah 
Penjabaran dari Rencana Pembangunan J angka Menengah Desa untuk 
jangka waktu 1 (satu) tahun. 

(17) Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana 
perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi 
Khusus. 

1 : (18) ADD Dasar adalah alokasi minimal ADD yang akan diterima oleh 
setiap Desa, dihitung dengan cara membagi besaran tertentu dari 
anggaran ADD denganjumlah Desa di Kabupaten. 

(19) ADD Formula adalah Alokasi Dana Desa yang diperuntukan bagi 
setiap Desa dengan menggunakan rumus perhitungan bobot jumlah 
Penduduk, Tingkat Kemiskinan, Luas Wilayah dan Indeks Kesulitan 
Geografis (IKG). 

(20) Peraturan Desa selanjutnya disingkat PERDES adalah Peraturan 
Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD dengan Pemerintah Desa. 

(21) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah himpunan 
pendapatan yang diperoleh oleh Desa dan pembelanjaan yang 
dilakukan oleh Desa selama 1 (satu) tahun berjalan yang ditetapkan 
oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menjadi 
Peraturan Desa. 

(22) Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKDes, adalah 
rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang 
menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk 
membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan. 

(23} Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya 
disingkat PTPKD adalah unsur Perangkat Desa yang membantu 
Sangadi untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa. 

(24) Pelaksana Teknis Kegiatan Desa yang selanjutnya disingkat PTKD 
adalah unsur Perangkat Desa yang membantu Pelaksanaan Teknis 
Pengelolaan Keuangan Desa dalam melaksanakan kegiatan 
bertanggungjawab kepada Sangadi, 

(25) Sekretaris Desa adalah koordinator pelaksana pengelolaan keuangan 
Desa. 

(26) Kepala urusan atau Kaur adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan 
dengan bidangnya. 



Luas Wilayah Desa 
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(27) Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi 
urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan 
Desa. 

(28) Pendamping Desa adalah tenaga pendamping profesional yang terdiri 
dari Pendamping Desa, Pendamping teknis, dan Tenaga Ahli 
Pemberdayaan Masyarakat, Yang bertugas untuk mendampingi proses 
perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan 
Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. 

BAB II 
JUMLAH BESARAN DAN PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA 

Pasal 2 

Besaran Alokasi Dana Desa yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten 
Bolaang Mongondow Timur pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 
(APBD) Tahun Anggaran 2017 paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari 
dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana 
Alokasi Khusus adalah sebesar Rp. 35.423.451.200,- (tiga puluh Zima miliar 
empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus Zima puluh satu ribu dua ratus 
rupiah). 

Pasal 3 

(1) Penetapan besaran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal (2), 
dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : 

90 %x35.423.451.200 
BODesa 

(2) Perhitungan Alokasi Dana Desa Formula sebagaimana dimaksud pada 
pasal (2) berdasarkan perhitungan dengan rumus: 
a. Perhitungan Rasia Jumlah Penduduk Desa (JP) dengan rumus : 

Alokasi Dasar = 

RasioJP Jumlah Penduduk Desa 

Total Penduduk Kabupaten 
Bobot JP = 25 % x Rasio JP 

b. Perhitungan Rasia Jumlah Penduduk Miskin Desa (JPM) dengan 
rumus : 

Rasio JPM/ AK = Jumlah Penduduk Miskin Desai angka miskin 

Total Penduduk Miskin Desa di Kabupaten 
Bobot JPM/ AK = 35 % x Rasio JPM/ AK 

c. Perhitungan Rasia Luas Wilayah Desa (LW) dengan rumus: 
RasioLW 

BobotLW 
Total Luas Wilaya Desa di Kabupaten 
1 O % x Rasio L W 
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rumus: 
Rasio!KG IKG 

,, 

d. Perhitungan Rasia Indeks Kesulitan Geografis Desa (IKG) dengan 

Total !KG Desa di Kabupaten 
30 % x Rasio !KG Bobot !KG 

e. Perhitungan Total Bobot dengan rumus : 
Total Bobot = Bobot JP + Bobot JPM/ AK + Bobot L W + Bobot !KG 

f. Perhitungan bagian Alokasi Formula dengan rumus : 
Alokasi Formula Total Bobot x Pagu Bagian Formula 

g. Perhitungan Pembagian Alokasi Dana Desa setiap Desa dengan 
rumus: 

Alokasi Dana Desa = Alokasi Dasar + Alokasi Formula 

\ ) (3) Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana terlampir pada bagian yang tidak 
terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

Pasal 4 

Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal (2), 
dan pasal (3) dialokasikan dengan mempertimbangkan : 
a. Kebutuhan penghasilan tetap Sangadi dan Perangkat Desa; 
b. Kebutuhan penghasilan dan tunjangan BPD, RT; 
c. Kebutuhan Operasional pemerintahan desa; 
d. Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa; 
e. Kebutuhan Pembagunan desa; 
f. Kebutuhan Pembinaan masyarakat desa; dan 
g. Kebutuhan Pemberdayaan masyarakat desa. 

·....__) 

Pasal 5 

(1) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (4) 
huruf a dan huruf b akan ditetapkan tersendiri dengan peraturan 
Bupati 

(2) Besaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (4) 
huruf c,huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g tetap mengacu pada 
Peraturan Bupati ini, serta menyesuaikan dengan kebutuhan program 
kegiatan dan besaran anggaran dimasing-masing desa 
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BAB III 
PRINSIP- PRINSIP PENGELOLAAN ADD 

Pasal 6 

(1) Pengelolaan ADD bagi Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari pengelolaan keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa. 

(2) Keseluruhan jumlah keuangan Desa yang diterima oleh Desa pada 
Tahun 201 7, harus termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa Tahun 2017. 

(3) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan 
dan dievaluasi secara terbuka bersama Badan Permusyawaratan Desa 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

Pasal 7 

(4) 

(1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum. 

(2) Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip terarah, terkendali, 
hemat dan tepat sasaran. 

(3) Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, 
akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin 
anggaran. 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3}, 
dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yakni mulai tanggal 1 
Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun angaran 
berkenaan. 

BAB IV 
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA 

Pasal 8 

Penggunaan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten 
Bolaang Mongondow Timur Tahun anggaran 2017 dimusyawarahkan oleh 
Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan dituangkan 
dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
{APBDes) Tahun Anggaran 2017. 

Pasal 9 

Penggunaan dan peruntukan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari 
APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur setelah dikurangi dengan 
kebutuhan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a, dan huruf b, 
maka pembagiannya adalah: 
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1. 30% digunakan untuk Operasional Pemerintahan Desa; 
2. 70% digunakan untuk membiayai Pelaksanaan Bidang Pemerintahan, 

Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang 
Pemberdayaan Masyarakat. 

Pasal 10 

(1) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 
( 1) digunakan untuk: 
a. Operasional Pemerintah Desa seperti ATK, Pemeliharaan 

kendaraan dinas, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan 
penunjang kegiatan operasional Pemerintah Desa; 

b. Operasional sekretariat BPD seperti ATK BPD, Rapat-Rapat BPD, 
Perjalanan dinas luar dan dalam daerah BPD, dan kegiatan lain 
yang berhubungan dengan penunjang kegiatan operasional BPD; 

(2) Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 
ayat (2) yaitu : 
a. Pelaksanaan Bidang Pemerintahan antara lain: 

1. Pelaksanaan rapat-rapat di Desa; 
2. Honorarium pelaksana kegiatan di Desa, Pelaksana Teknis 

Pengelola Keuangan Desa (PI'PKD), Bendahara Desa, Operator 
Siskeudes, Pelaksana Teknis Kegiatan Desa (PI'KD) yang 
ditetapkan dengan Keputusan Sangadi; 

3. Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor; 
4. Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor; 
5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah; 
6. Pengadaan pakaian dinas Aparatur Desa; 
7. Pendayagunaan data profil Desa; 
8. Penunjang kegiatan sosialisasi, bimtek, dan kegiatan-kegiatan 

di Desa; serta 
9. Penunjang pelaksanaan pemerintahan yang dianggap prioritas 

sesuai hasil musyawarah Desa. 
b. Pelaksanaan Bidang Pembangunan di Desa antara lain: 

1. Pembuatan irigasi pertanian; 
2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 
3. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; 
4. Pembebasan lahan untuk kepentingan sosial dan kepentingan 

Desa; dan 
5. Pelaksanaan pembangunan dalam skala kecil sesuai dengan 

kemampuan keuangan Desa yang menjadi skala prioritas yang 
ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah di Desa. 
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6. Pembinaan kegiatan-kegiatan bakti sosial, kegiatan 

\, 

c. Pelaksanaan Bidang Pembinaan masyarakat antara lain: 
1. Peningkatan kesejahteraan lembaga adat (Insentif/honorarium 

Pelaksana Adat); 
2. Peningkatan kesejahteran Lembaga 

Keagamaan/insentif/honorarium (IMAM, Pendeta, Pegawai 
Syar'I], dan untuk guru ngaji,guru sekolah minggu, dibayarkan 
dengan mengunakan anggaran DD yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati); 

3. Peningkatan Kesejahteraan Guru Paud yang tidak tertata pada 
APBD Kabupaten dapat dibebankan dan dibayarkan pada 
anggaran APBDes lewat Dana Desa yang akan ditetapkan 
dengan Keputusan Bupati. 

4. Operasional,dan pembayaran insentif kader posyandu di 
tingkatan desa berdasarkan Keputusan Bupati yang akan 
dibebankan pada DD 

5. Prmberian Insentif dalam Pembinaan keamanan dan ketertiban 
Masyarakat (Linmas di Desa) yang dibebankan pada ADD 
Tahun Angaran 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati; 

\ 

keagamaan;dan 
7. Kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas kehidupan sosial 

masyarakat. 
d. Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain: 

1. Pemberdayaan PKK; 
2. Belanja tambahan makanan ibu, bayi dan balita penunjang 

kesehatan ibu dan anak dalam posyandu; 
3. Pemberdayaan Pemuda; 
4. Pemberdayaan LPM/ peningkatan Kesejahteraan (Insentif LPM); 
5. Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; 
6. Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Desa; 
7. Pemberdayaan Kelompok Usaha Ekonomi Produksi; 
8. Pemberdayaan Kelompok Usaha Tani; 
9. Pemberdayaan Kelompok Usaha Masyarakat Miskin; 
10. Pemberdayaan Kelompok Usaha Nelayan; 
11. Pemberdayaan Kelompok Usaha Pengrajin; 
12. Pemberdayaan Kelompok Pemerhati dan Perlindungan Anak; 
13. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran wanita di Desa; dan 
14. Peningkatan, pengembangan kapasitas dan kualitas 

masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan 
masyarakat yang di tetapkan melalui musyawarah Desa. 



Pasal 11 

(3) Peruntukan, perencanaan dan penganggaran kegiatan yang akan 
dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, 
Huruf c dan huruf d, dilaksanakan dengan menyesuaikan kemampuan 
keuangan Desa. 

{l) Penggunaan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggung jawabkan 
sesuai peruntukannya secara administrasi, teknis dan hukum. 

(2) Pengunaan, pengalokasian dan pertanggungjawaban Alokasi Dana 
Desa mengacu pada tata cara pertanggungjawaban dana transfer ke 
Desa yang diatur tersendiri melalui panduan pedoman teknis 
pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Desa. 

BABV 
MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA 

Bagian satu 
Tahapan Penyaluran 

Pasal 12 

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten 
Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 201 7 dilaksanakan 
dalam 2 (Dua) Tahap sesuai dengan jumlah dana yang ditetapkan bagi 
tiap Desa: 
a. Tahap I sebesar: 60 % (enam puluh per seratus); dan 
b. Tahap II sebesar: 40 % (empat puluh per seratus). 

(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan paling lambat pada bulan April. 

(3) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah 

'"'- ., dokumen persyaratan disampaikan ke Badan Keuangan Daerah. 
(4) Penyaluran Alokasi Dana Desa yang dimaksud pada ayat (1) ditransfer 

dari RKUD ke RKDes. 

Bagian Kedua 
Mekanisme Pencairan Alokasi Dana Desa 

Dari RKUD ke RKDes 
Pasal 13 

( 1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKDes dilaksanakan oleh 
Bupati melalui SKPD Teknis terkait. 

(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disalurkan bersamaan pada saat transfer Dana Desa dari APBN 
masuk ke Rekening Kas Daerah. 

t 



Pasal 14 

(3) Pelaksanaan Anggaran ADD tahap I dilakukan dengan persyaratan 
setelah Sangadi menyampaikan permohonan penyaluran Alokasi Dana 
Desa Tahap I kepada Bupati cg. Kepala DPMD dengan melampirkan 
dokumen: 
a. Surat pengantar dari camat terkait dengan penyampaian dokumen; 
b. Perdes RPJMDes; 
c. Perdes Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 

yang akan dilaksanakan; 
d. Peraturan Desa tentang APBDes; 
e. Pakta Integritas; 
f. RKADes atau sebutan lain bersama arus kas penggunaan Alokasi 

Dana Desa Tahun Anggaran yang akan dilaksanakan; 
g. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 

sebelumnya; 
(4) Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 

dokumen yang telah dievaluasi dan diverifikasi oleh tim fasilitasi dan 
\, evaluasi pengelolaan keuangan Desa tingkat Kecamatan dan tingkat 

Kabupaten, serta telah mendapatkan pengantar dari dinas PMD untuk 
pelaksanaan APBDes. 

( 1) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Sangadi 
menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I 
kepada Bupati melalui SKPD teknis. 

(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), disertai dengan dokumen laporan sebagai berikut: 
a. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I; 
b. Rekening Koran dari Bank; 
c. Foto Copy SPP Pencairan Tahap I. 
d. Surat keterangan dari Inspektorat telah dilakukan pemeriksaan 
e. Surat keterangan dari camat terkait penjelasan dokumen 

pertanggung Jawaban pengelolaan keuangan telah di evaluasi oleh 
tim pendamping tingkat kecamatan. 

-.,_. (3) Setelah dokumen administrasi disampaikan tim evaluasi tingkat 
Kabupaten melakukan verifikasi kelayakan dokumen untuk segera di 
lakukan penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKDes dengan 
membuatkan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala DPMD. 

(4) Laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Alokasi Dana 
Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50o/o (lima puluh per seratus). 

(5) Sangadi menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap 
I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati cg. SKPD teknis 
paling lambat minggu kedua bulan Juli. 

(6) Laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) adalah laporan penggunaan ADD semester I. 

·····----- ·---------------------------------------'-- 



Pasal 15 

(1) Laporan penggunaan ADD Tahap II, menunjukkan paling kurang 
Alokasi Dana Desa Tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh 
per seratus). 

(2) Sangadi menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap 
II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati cq. SK.PD 
Teknis paling lambat minggu kedua bulan September. 

Pasal 16 

( 1) Dalam hal penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II telah dilaksanakan 
oleh Pemerintah Kabupaten ke Desa, maka Desa diwajibkan untuk 
segera melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan 
sesuai dengan RKA Desa. 

(2) Setelah program dan kegiatan Alokasi Dana Desa Tahap II 
dilaksanakan, maka Desa wajib menyampaikan laporan pertanggung 
jawaban pelaksanaannya paling lambat bulan Januari Tahun 
Anggaran berikutnya. 

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyertakan dokumen: 
a. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I dan 

Tahap II; 
b. Rekening Koran dari Bank; 
c. Foto Copy SPP Pencairan Tahap I dan Tahap IL 

Pasal 17 

(1) Pelaksanaan penyaluran ADD dari RKUD ke RKDes dilakukan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, 

(2) Dalam hal terdapat Desa terpencil yang belum terjangkau dengan 
layanan perbankan, Bupati dapat mengatur lebih Ian.jut mengenai 
penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKDes melalui Peraturan 

,,_, .. ,,, Bupati. 
(3) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 

Pasal 18 

(1) Setiap Pengeluaran belanja yang di danai lewat ADD harus didukung 
dengan bukti yang lengkap dan sah. 

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat 
pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul 
dari penggunaan bukti dimaksud. 

(3) Pengeluaran Kas Desa yang mengakibatkan beban APBDes tidak dapat 
dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDes 
ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 



Pasal 20 

(4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan 
pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan 
pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

BAB VI 
SISTEM PELAPORAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Satu 
Laporan 
Pasal 19 

Pelaporan pengelolaan dan penggunaan ADD, disampaikan setiap akhir 
bulan berjalan sejak dana diterima oleh Desa dan dilaksanakan secara 
berjenjang melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Desa 
diketahui oleh Sangadi ke Tim Evaluasi tingkat Kecamatan, selanjutnya 
Tim Pendamping Tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari 
seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya kepada Bupati cq. Tim Evaluasi 
Tingkat Kabupaten. 

Substansi laporan sebagaimana dimaksud Pasal 19 adalah meliputi : 
a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana; 
b. Masalah yang dihadapi; 
c. Hasil akhir penggunaan dana. 

Bagian Dua 
Pengawasan 

Pasal 21 

( 1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD dan 
keuangan lainnya dilaksanakan secara fungsional oleh pejabat yang 
berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang­ 
Undangan yang berlaku. 

(2) Jika terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan 
dan penggunaan ADD dan Keuangan Desa lainnya maka 
penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat 
Desa kemudian Kecamatan, Kabupaten dan Aparat penegak Hukum. 

BAB VII 
INDIKATOR KEBERHASILAN 

Pasal 22 

Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan 
penggunaan ADD adalah sebagai berikut: 
a. Pengelolaan 

1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD, bantuan 
keuangan Desa lainnya; 



BAB VIII 
SANKS I 
Pasal 23 

2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan Desa; 

3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang 
pertanggungjawaban penggunaan ADD dan Bantuan keuangan 
Desa lainnya serta terwujudnya pelayanan Pemerintahan, 
Pembangunan dan Kemasyarakatan secara Efektif, Efisien dan 
berhasil guna; 

4. Meningkatnya kesejahteraan Pemerintah Desa dan Masyarakat; 
5. Terwujudnya keberdayaan masyarakat dan kemandirian Desa; 

b. Penggunaan 
1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan 

dalam APBDes; 
2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai peruntukannya; 
3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi; 
4. Besarnya jumlah penerima manfaat ; 
5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan 

ADD; 
6. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa; dan 
7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada 

di Desa tersebut. 

Dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa 
lainnya, perlu dilakukan pembinaan dan Sanksi bagi Tim Pelaksana 
Pengelola Keuangan Desa yang tidak disiplin Pengelolaan Administrasinya 
tidak sesuai dengan ketentuan, maka perlu diberikan Sanksi berupa: 
(1) Teguran dari Bupati dan untuk pengalokasian ADD, Bantuan 

Keuangan Desa lainnya untuk tahun berikutnya perlu 
dipertimbangkan; 

(2) · Surat Pertanggungjawaban dana ADD termasuk Penghasilan Tetap 
Sangadi dan Perangkat Desa serta Tunjangan Lembaga lainnya di Desa 
dimasukan selambat-lambatnya satu bulan sesudah pencairan; 

(3) Apabila sampai pada waktu yang telah ditetapkan sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (2) diatas, maka pencairan hak-hak lainnya untuk 
berikutnya belum dapat disalurkan (tidak dicairkan); 

(4) Jika dalam Pengelolaan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban ADD 
terindikasi penyelewengan dana ADD, maka akan diberikan sanksi 
sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sampai 
pada tingkat pemberhentian, pemberian dana ADD pada Desa yang 
bersangkutan; 

(5) Bagi Sangadi dan atau Tim Pengelola keuangan Desa, yang dengan 
sengaja menyalahgunakan Alokasi Dana Desa, sehingga tidak sesuai 
dengan peruntukkan dalam RKADes/DPADes, maka kembali kepada 
Pakta lntegritas, dan siap mempertanggungjawabkan dan siap 
mengembalikan Kerugian Keuangan Negara, selanjutnya diberhentikan 
dari Jabatan dan diproses secara hukum. 



BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 

(1) Hal - hal yang belum diatur pada Peraturan Bupati ini, terkait dengan 
pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa akan 
diatur kemudian dengan Keputusan Bupati. 

(2) Dengan ditetapkanya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati 
Nr,n-.r,r 1 7 'T'a h11-n ')() 1 F, t,:,-ntc, r, a P,:,t11-ni11 lr 'l',:, lr-nic p,,...., o,:, lr, lc, a r, ~ a-n -·----- -· ·----- ---- ~------o ·-~---.i-·· ·----- ---·o------· --· 
Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016 
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 

Pasal 25 
PPr::ltllr::ln Ru nn+i i n i rm i la i hPrl::ik11 n::irl::i t::inP'P'::il rli11nrl::inP'k::in AP'::ir ~Pti::in 

• L - A. ,t,_),(J U <J" - • .I. 

orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Bolaang Mongondow Timur. 

Tutuyan 
\ r<7brL.-1£th. 2017 

~UPATI BOLAANG MONGONDOW TIMURt -r > ~ 

SE2ANDJAR 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

Diundangkan di Tutuyan . 
Pada tanggal, I ~b flC.Ct n 

EKRETARIS DAE~ 

~"....,-~ 
MUHAMMAD ASSAGAF 
No Pengelola 

1. Bupati Bolaang Mongondow Tlmur 

2. Wakll Bupati Bolaang Mongondow Timur 

3. Sekretaris Daerah 
Kab. Bo Mo ondow Timur 

4. Asisten Bidang Pemerintah.an dan Kesos Setd.a Kab. Bolaang Mongondo 
Timur 

Kepala DiJas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bolaang Mongondow 5. 

6. Kepala Bagian Hulrum 
Setd.a Kab. Bolaang Mongondow Timur 

Sekretaris DPMD 7. Kab. Bolaang Mongondow Timur. 

8. Kepala Bidang Pemdes DPMD 
Kab. Bo Mo ondow Timur. 
ICAtmM! P~nd•n!,.TTfl_.•'"!9" 
Setd.a Kab. Bolaang Mongondow Timur 

':I. 

Kuubid Pengembangan de- dan Keluraban DPMD Kab. Bolaang 
Mongondow Timur 10. 

I 



Kertas Kerja (Worksheet) Penghitungan Alokasi Dana Deso Setiap Deso 

LAMPI RAN 
PEEATURAN BUPATI BOLAANG MONGONOOW TIMUR 
NOMOR :) ? TAHUN 2017 
TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DAN PENGALOKASIAK 
ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2017 

Alokosl Formula 
Juml.oh Penduduk Jumlah Pendudul< Miskin LuasWll.ovah IKG Pacu Alokasl Dana No. Kecamatan NamaDesa Alokul Dasar Jumllh Rosio Jumloh 

,_ 
Rooiolndekl Alokasi Jumloh Aalolumlah Aalol- Total lk>bot De,a per-Desa 

... - Pwnduduk 8obot 1'9ndudul< - 8obot 1.uN\Woyoh IMleyah Bobot KetuHtan KMuffW, Bobet Formula •• ,.w_ ........ -----•'- ----~·- 
/JJ rn I Ill ,., "' ••• m ,., t,) /JOI IJJJ on IJJI ,,., /UJ 1161 fl7J •f1J•IJOJ • (J.JJ • IJ6) "'' IJ91:»l41•IJIJ 
I TVTUYAN l KAYUMOl'ONOI 398.51 :l.800 955 0.0141 O.OOJ.S 45 .._, (lOCIU 2,484626 O,OCU1 0.000! 34.211379 QOJOS o.oou 0.0JQ.J ,..,.,.,.,,, 435.095.214,79 
l 2 TOMBOLIKAT 398 513.800 1038 O.OUJ 0,00JI 54 0.011, O,OO'J 1,535-443 a.«u1 0,000, 2.S,341545 OJJITTI 0.0021 Q.OJ(U 1'.191.UJ.,SI 435.312.488,58 • 3 TUTUYAN 398.513.800 1765 O.OlSO .. _, 59 0.011, o.oou 1,088769 0,0012 0.0001 34,955164 0.0l01 0.00.U 0.014.J JO.SG.IJl,66 449.099.643,66 • 4 TOGIO 398.513.800 1446 0.0113 ....... 158 0.""9 0.011, 1,56336 0.0011 0,000, 32,220698 0,0099 0.0030 0.0201 12.07.1.012.30 410 ,88 8'18. iO 
s 5 DOOAP 3911.513.800 1069 0,0158 ....... 42 (l0090 0.0<131 12,055658 O.OU.1 0.001J 34,056189 O,OJQS 0.00JJ Q.OU6 '°-94'.5.494.QS 439.459.320,05 • 6 DODAP PANT Al 398 513.800 884 O,OJJO 0.003J 47 QOlOl (lOOJS 0,949183 a.0010 0.0001 43.858185 0.0135 .. ..,.., 0.0JO, J,.136,,,125.JJ 437.250.251,33 
7 7 TUTUYAN II 398.513.800 1448 ~0214 0,0053 114 0.02A5 0,0086 1.242313 0,001' 0.0001 37,306189 0,0US 0.00J< 0.0J1S 6l.91B.'1o.JO 460 432 636 30 • 8 TUTUYAN Ill 398 513.800 1185 0,0J1S o,oou 48 o.ruca ...... 0,9771 0.0011 0.0001 39,696275 0.0.W ..... r Q.OU7 4J.5.a6.211.J9 440.100.103,39 • 9 TOMBOLIKAT SELATAN 398 513800 1065 0,.0151 0.0039 69 0.0141 0.""51 2,135662 0,0013 .. ..., 4t2ii4931 0.0230 (1003! (l01Jl 46.900.JBJ.24 445.414.009,24 

JO 10 DODOP MIKASA 398.513800 702 ClOJOf 0.002' 27 ....... 0.0010 10.375771 0.0JJ4 0,00JJ 48,14966 0.0141 ...... 0.0102 36..J02..96J.5J 434.616.789,51 
IJ KOTABUNAN 1 KOTABUNAN 398.013.800 1443 (10,U 4""5J 120 O.OlSI aoooo 52,305113 0,0,15 .....,., 27,78412ii O.OOIS <lOIIM 00226 ,0.2l1..f6a.S.C . 
12 2 BUYAT 398 513.1300 667 ...... 0.0025 97 0,010, d001J 16.64673 O.OJIJ 0,0011 28.689486 o.ooa 0,0016 a.01,.2 so.J17,J67 &O 448.891.593,60 
JJ 3 BULAWAN 398.513 800 1033 Q.0152 ...... 152 0.0310 O,OJJ4 U41421 0.00JJ OOOOJ 37.761581 (\OU.6' 0.0035 o.oao 61.JB9..US.88 465 90J. '69.88 .. 4 PARET 398 513.800 714 0.0.lO:S 0.001' 48 001/U (l00l6 2.033908 0.0021 .. ..., 40,533411 Q.012' O.OOJ1 0.0102 U..120.J.27..,M 434.634.153,36 
JS 5 BUKAKA 398 SlJ.800 364 ....... ClOOJJ 37 0.001'1 <1002• ll.2366S2 (\OJD 0.0011 45,361616 O.OU>I 0.00<2 "'"""' !J.111,652.S6 432.291.4 78,56 
16 6 BUYAT I 398 513.800 549 0.00,l 0.0020 111 0,02.JI 0.00IJ 3.667419 o"""' 0.000, 39.876324 0,0122 400l7 0.01'4 51.J&J.04'9,90 449.676.875,90 
J1 7 BUYAT II 398 513.800 507 0.0015 0.0019 18 o.o<m QOOJ.I 15,923277 0,0115 0.00'JJ 38,420313 0.CTJJB O.OOJS ...... 30.lCS.Oll.OS 428.658.844.06 
II 8 BUYAT SELATAN 398.513.800 874 0.0129 0,0032 127 0.01.13 0,0095 10,1U857 Q.Olll 0.0011 42.215324 0.0130 ...... 0,0118 62.SJ&.tin,16 461.452.503,16 .. 9 BUYATTENGAH 398 513800 572 0.0084 0,002, 116 0,02,G D,DOB1 22,714286 0."150 <1002> 33.210014 0,0102 O,OOJJ Q.0164 5&.QJ1.V ... 86 456.546. 700,86 
20 10 BUYAT BARAT 398 513800 641 0.0005 0.0014 22 ..... r Q.0011 10,374677 0.01!4 G\0011 40,775988 o.ous ...... 0,009 JJ.5&.l91S.1J 430.082.811,71 
lJ 11 BULAWAN SATU 398.513.800 997 0.0141 (100J7 147 0.0316 o.on1 2,124427 0.0021 0,000, 43.997647 O.OJJS ...... 0.0190 67 •. JO..JJ5,69 465.857.161,69 
21 12 BULAWAN CUA 398 513 800 1012 0-0149 O.OOJ1 149 OOJ10 0.0%12 2.655534 o.oo.n o.OOOJ 52,016734 0.0J60 ....... 0.0100 10..&94"24, 'IB 469 408 450,78 
2J 13 KOTABUNAN SELATAN 398 513800 795 ~OJJ.1 o.oo.n 66 0.0J4.1 0.""50 32,120087 ~DJS.I 0,00JS 26.029455 0.0000 0.002• 40131 U..!J.U.6n.,., 447.462.501,94 ,. 14 KOTABUNAN 81>.RAT 398 513 800 1269 O.OJ81 0.0041 106 O.Olll 0.0080 3,485901 0.00!1 0.000d 44,351386 (tOJ.16 0,004J O.OJ1J 60.612.7'1.lJ 459.136.573,13 
25 15 PARET TIMUR 398.513 800 685 0,0101 (l002> 46 o.oan O,OOJ> 1.581363 Q.0011 0.000, 33.032i 0.0lOJ O.OOJO "'"""' ~15.1$1.$1 431.099.578,58 
N NUANGA.N 1 ICUMUN 398.513.800 714 ~0]05 0.0016 149 0.0320 0.0112 25,1.2543-4 <1"116 o,ooz, 57,905031 0,.011• 0.""5J o,a:m 11.W.4~11 476.183.237,77 
21 2 MATABULU 398513.800 529 0.0078 0.0010 12 0,0026 0.000!1 30,605847 0.0"6 ...... 56,988148 OOJ1S ...... , o,ous 40.606.492.21 439.120.318,28 
11 3 NUANGAN 398 513.800 508 0,00,S 0.0019 18 0.0039 0.001, 2.782432 0,00,J O.OOOJ 49,046618 0.0JSJ ...... 0.0080 1&.SJ0.493,0, 427.024.319,08 
n 4 JIKO BELANGA 398.513.800 927 O..OJ31 0.00J< 243 0."521 O.OlBJ 10,971439 a.ow 0.0011 62,074127 0.0191 0,""57 .. ., .. JOJ-lJJ..aJ&" 499.846.864.15 .. 5 NUANGAN I 398 513.800 789 0,0116 0.0029 162 0.0 .... 40ill 16,471118 QOJ.tl (\0018 29.630357 0,0091 0.0021 0.0%96 69.517.Jl:!J.6,! 468.031. 1n,68 
3' 6 IYOK 398 513 800 618 ..... , 0.002, 77 tl0l&5 0,0051 6,141773 0,0061 0.0007 50,084708 Q.OlSI ...... a.om 41.JQJ.164,05 445.817.590,05 
J1 7 LOYOW 398 513.800 719 0.010!$ 0.0011 39 ...... .. ..,,. 7.607423 ...... (),000, 47.158189 0,0145 (l004l 0.0JOI J6.Jl!l.4.B9,'6 436.633.315,86 
JI 8 !W 398 513 800 778 0,0115 0.0019 31 0.0007 0,00,J 30.708863 O.OJJ1 ....... 45,501325 o.ouo 0.004> 0.0128 '5.209..J94.4J 443.723.820,41 .. 9 NUANGAN 81>.RAT 398513.800 800 OOJJa 00019 28 0,0060 0.0021 6.479092 0.0011 0,0001 47,06871 0.0l4' 0,00<I 00102 JS.n,.,u.n 434.293.562,19 .. 10 NUANGAN SELATAN 398 513.800 720 O.OJOf 0.0021 25 ....... 0.0019 6.757335 0.001' 0,0001 47,814767 0.01'1 ....... 00091 :,.un.n• ,, 432.803.050 17 .. 11 MI\TABUW TIMUR 398 513.800 791 00Jl1 0.002' 17 ..... r o.oou 92,020228 O.JOU 0.0101 65,63!388 0.0101 0,0060 0.0203 11.0IJ.l-'4.fJ 470.596.980,93 

t 



" 

Alokasl Formula 
Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin LuasWii,oyeh IKG Pagu Alokasl Dana No. KK&matan NameDesa Alokasl Oasar Jumloh RosloJumleh lndob Raiolndob Total Bobot 

Aloka$1 
Jumloh AMK>Jumloh FtNioW. Oesa per-Desa 

"9nd<lduk ""nduduk 
Bobot ""nduduk - Bobot w..Wiloyoh 

Wllayoh Bobot Kesulitan KasuUt•n Bobot Formula ....... ..... l • ,._...,,. ,._ ...... 
(J) flJ I IJ) {I) (>) (61 tn /8) (9} /10) /Ill /U} IW 11•1 1"1 1161 (11)•f1J•IJO} # ftJ)f (16' /Jal /J!JpW+IJI) 
~ IIAOTONGIW> 1 MOLOBOG 398.513.800 768 0.011.I 0,0021 43 o.oa,1 0.0031 40.34028 ...... .. ..,.. 30.293405 O.OQIJ MOU o.aw 41.D6J-"5.0, 445.575.691,04 
30 2 MOTONGKAO ~lQS 513 800 360 O.OOSJ QOOlJ 20 o...,., o.oou 39,6022S8 o.ou, ooou 41.459074 0.Gl.21 0.0038 o.ono JB..965.016.90 437.478.902,90 .. 3 JIKO 39B 513.800 744 OOJJO 0.0011 24 O.OM1 CU>Oll 2,931301 0.0031 0.000! 48.275893 o.ou, 0.""" 0.009J JJ.996,405.12 431.510.231,71 .. 4 ATOGA J98 513 800 433 0.0064 O.OOJ:6 14 0.00,0 o.oou 6,514001 o.oon 0.0007 42.052604 0.0119 O.OOJt 0.0011 2.5.&36..561.11 424.150.393, 71 
3B S MOTONGKAO UTARA 398 513 800 868 0.0111 0.0031 53 0.0UA 0."""' 37,68815 0,0ll4 o...,., 44.50091 amsr .. ..,., O.OJ.U 54.W.J87.J7 453.147.213,17 

"' 6 MOTONGKADSELATAN 398 513 800 389 o.oas, ~001, 22 0,()()11 0..0011 16,972396 0,0,.. o.oon 47.245539 0.0145 .. ..,.. 0.«19.J .,1.SS6.1.5.L.SS 431.470.577,59 

" 7 MOTONGKAOTENGAH 398.51.l.800 741 0.0109 0.0027 •2 0.0090 0.0031 7,637578 0.0084 0,0008 34.589543 0.0105 O,OQJ1 .. ,,.,.. J.5.lJ&.96J,.ll 433.630.789,35 
41 8 JIKO UTARA 398 513 800 361 0,0051 Q.OOJJ 12 0.00.26 0,000, 2.093786 0.001.J 0.0001 46.060967 0.0141 0.0041 0,0067 2'.7Sl.W,'9 422.265.019,49 .. 9 ATOGA TIMUR 398 513.800 217 0,0031 0.0008 7 o.oou 0,00QS 1,861143 0.0020 0,0001 42,87491 0.0132 0.0039 0,00.SS 19.A09.U4,85 417.923.270,85 .. 10 MOLOBOG BARA T 398.513 800 566 0.00IJ 0.002l 30 0,0066 0.0023 37,618358 llOUJ 0.00,J 47,329765 0.01'.S .. ..,.. 0.012, 45.46l.Q2~Jl 443.974.850,11 ., MOOAYAG 1 MODAYAG 39a 513.800 2494 .,...., 0,0091 32 °'°""" 0,001,I 15.07526 Q.OJ6f O.OOJ7 23,502908 0.00.U o.oo.z, 0,0160 soao.w.Js 455.093.988,15 .. 2 LIBERIA 3g5 513.800 856 O,OJ.16 0.0031 s D,OOJJ 0.000, 11,166859 o.ow 0,0012 34.non8 0.0101 0.0031 0,00.00 11..l!Jl.19,t01 426.712.618,07 .. 3 PURWOREJO 398.513 800 648 ...... ll002• a 0.D0.17 00005 9,952463 (l0J09 0.00JJ 36,56577 0.0JJ1 0,00,, 0.007S ~ ... 424.908.371,45 
SJ 4 BUYAN~ JQ8 513.800 806 0.0Jl9 O.OOJO 57 o,om .. ..,.. 2,945259 110031 Q0()03 58.63735 401,0 "·""" 0.0JJO 45.,,,.14'.'6 444.492.975,86 .. 5 TOSONGON 398.513 800 1236 0.0JU 0.""'6 36 o,o:m 0.0011 10,078091 O.Olll O.OOJl 36.382946 o.om 0.00,, O.OU'1 4LJJ1 .. 915.40 440.031.741,40 
SS 6 LANUT 3Q8 513.800 1197 0.0116 .. ..,.. 18 0.00J!l 0,00J4 15.829023 Q.0174 0.0017 35.9819a. a,0110 0.00.U 0.0103 JU21.933.11 436.836.759,71 .. 7 BAOARO 398 513.800 442 0.0065 40016 31 0.0007 0,0023 2.4,427505 .. ., .. 0.0021 46.578874 0.01'3 0,..,.. Q.0109 .J&.71!JJ6,1,,BJ 437.243.190,81 
SJ 8 MODAYAG BARAT 398 513.800 ]608 0.0231 o.oas• 57 0.0112 0,00'3 9,073073 0.0100 0.0010 36.731894 «ous 0.00,, 0..0146 SJ.6.90.l9A'.41 450.204.020,41 
SS 9 MOOAYAG TIMUR 398.513.800 1474 a,021, O.OOSI 107 0,02.30 0.0080 7,607423 0,0084 0.0006 37.335682 o.ous 0.0034 0.0118 62.881.29&63 461.395.024,63 .. 10 PURWOREJO TIMUR 398 513.800 804 0.0JJ!J 0.0030 26 o.oas, 0.0020 3,210472 O,OOJ5 "'"""' 37,692309 O,Oll6 0,0035 0.0081 J(]S68.323,~ 419.482.149,34 
(,(J 11 LIB!:RIII TIMUR 398.513.800 808 O.OJJ!J 0.00,0 24 0,0052 o.oou 8,444937 0.0093 o,ooa, 38,973354 0.0120 O.OOJ6 0.0093 U..kJJ.25,02 431.456.951,0Z 
61 12 PURWOREJO TENGAH 398 513.800 879 o.o.uo 0,0032 16 0,00,, o.oou 9.938505 40109 O.OOJJ 34,670953 O,OJ06 0.0031 0,0081 J0.9J7~U 429.431.468,13 
67 13 CANDI REJO 3'lll.513.BOO 449 o.oou O,D0.17 2 0.000, 0.0001 7,970346 O.OOSI o.ooa, 42,073283 0,0J29 0.00J!I .. ..,.. 2.J.DJ6,l6.JI 421. 737.452,38 .. 14 SUMB!:R REJO 3'l8 513 800 427 0.000.I Q0016 14 O,OOJO Q.OOJJ 1,326065 O.OOJS OOOOJ 43,100914 0.0JJ1 "'"""' 0.0067 2J.4&J....U&Of 412.394.944,08 
50 MOOAT 1 MOAT 398 513.800 492 0.0071 O.OOll 9 0.0019 0.00.01 18.'39277 0,CU(U 0,0020 39,67359 0,0212 0.00,1 0.00.U 21.940.66.J,JJ 417.454.487,31 ., 2 GUAAN .198 513.800 622 0.0091 O.mJJ 96 0,0206 0.0012 7,823483 0.00!6 0.000, 39,688712 o.01n 0.003] 0,'1140 "9.&1U2LJ4 448.192.147,24 
SJ 3 SONGKUDAI BARU 398 513 800 1014 0.0150 0.00JI 10 0002J 0.0008 4.885501 o,oo.s, 0000, 40.758226 0.0125 0.0038 O,OOIII JJ.J01-l00,60 429.615.926,60 .. 4 BONGKUOAI UTARA 398 513 800 1011 O,OJff 0.0031 31 o.oao1 O.OOZJ 6,692692 (l007-' 0,0001 41,489356 0,0111 0.0038 0.0106 11.596.16'.U 436.110.595,12 
63 5 KOKAPOI J98.5 I 3.800 714 0.0J0:5 0,..,. 99 o.OJu 0.001, 1,137601 0.00J.1 O.OOOJ 65,437867 Q.0101 """"° 0.016.2 51416.13LDB 455.990.657,08 
6< 6 MOKITOMPIA 398.513 800 735 O.Ol08 0.0011 113 0.02<3 O.OOBS 4.191151 .. ..,.. o.ooas 40.155623 0,0123 0.003] O,OlS.f 54.4U.373,4S 452.933.199,45 
65 7 MOTOTOMPIAN 398.513 800 268 0.0040 Q.0010 41 0.0038 0.0031 4.3= 0,00IB o.ooos 47,365583 0.0145 o.oou 0,0089 31.555..309.99 430.069.135,99 .. 8 BONGKUDAI TIMUR 3'l8 513800 437 0.*' 0..00"16 13 0.0021 Q.0010 o.370347 0,000, 0,0000 45,518146 o,ou.o .. ...., 0,0068 24.J&Z.OSl,'5 422.675.880,45 .. 9 KOKAPOI TIMUR 398 513 800 542 0."'* 0.0020 75 0.0161 o.oo.s, 5.M1687 0.- 0.0005 59,997985 ~OJSI 0.oo.55 Q.OJJI 41.51.Qt(ZJ 447.409.912,21 
10 10 BONGKUOAJ SELATAN J'l8 51.J.ROO 579 0.0085 0.0021 6 o.oon o.ooas 2.791715 O,OOJJ O.OOOJ 42,182244 0.0"" O.OOJt 0.0068 14.0Q5.JU1f 422.520.208, 76 

t 



Alokasl Formul• 

Jumlah Penduduk Jumlah Penduduk Miskin LuasWllav•h IKG Pagu Alokul Dano No. Kecamatan NamaOna AlokuiOasar Jumtoh -loJumlah lndoks Radolndoks Total Bobot Alokasl 
Oesa per-Oesa Jumlah RaioJumlah RKlol.uo& 

Pooduduk - 8obot - Ponduduk 8olx>t Luo&W!lrph 
WfJar•h 

Bobo< Kosulitan IGHuliun 8obot Formula .. , .. ,_ ....... _ - - .. - - -- 
tn ,,. I ,., , .. 151 161 tn ISi 191 110) 1111 IUJ I.I.JI /J4) 1151 'I" ,in.m+1t01,N31+hlil ,,,, (i,J.(41,tJBI 

......!!..- MOOAYAG l MOYONGKOTA J98.513 ll00 101S qoJSO (l«J.J1 75 0.0161 ....... 41815708 0.""'3 0,000$ 28,Z7U78 O.OOtn 0,0026 a.ous ""-"L1J7.0J 442.836.543,03 
n BARAT 2 BANGUNAN WUWUK 398 513 800 725 Q.0107 (J.0011 82 Q.017' O.CIOQ 5.513637 0.00<1 ...... 29,011703 ...... 0,0021 ilOUJ '29".on.os 441.426.907,06 
1J 3 BANGKUDA! BARAT .198 513.800 1043 0.01$41 0.00JI 47 Q.OlOJ O.OOJS 6,979287 a.oon 0.000, i6.533-167 0.00,J 0.001• 0.0105 !1.$01..JU.n 436.021.338,77 ,. 4 BONGKUDAI 398 513.800 1773 Q.0161 0,006S 122 O.ll161 0.00,1 9,073073 O.OJOO 0,0010 22,6-40152 0.0010 a.ocw ClOJU 6'.SS5..98'i42 465.069.810,42 ,. 5 MOYONGKOTA BARU 398 513.800 1750 .. .,.. 0,006$ 23 o.oon O.OOJ1 13,791071 40l5l 0.0015 35,78415 (\OJJO ....... 0.0110 4&.0Jl.112.JJ 444.531.608,13 ,. 6 MOONOW 3<l8.5 I J.800 539 0.001' 0.0010 37 0.00'9 0,0018 5,946353 0.006S 0.0007 31.612074 o,aa,1 0.0029 O.OO&l 1'J.5l&.221,41 428.032.053,47 
11 7 INATON 398.513.1!00 867 Q.OJ21 0.0032 38 o.ooa, 0.002!! 5.58343 '"'""' ...... 29,808715 0.0092 0.0011 O.OO!U .3J.JJ7.9B!UJ 431.851.815,63 
71 8 8ANGUNAN WUWUk TIMUR 398 513.800 657 0.00,7 0.001• 73 Q.0157 0.00:SS 2.791715 0,0031 0,000, 31,604963 0,0(S1 0.0029 0.0.W 1SAJS..Z45,9J 437.929.071,91 ,. 9 PINONOBATUAN 398 513.800 1229 O,OUJ 0.00<5 91 O,OW ....... 5,513637 ..... , ...... 38,447412 0.0118 0.003S 0,0lSS 54369.221,15 453.483.047,75 
80 10 TANGATON 398.513.800 660 0,00,7 0.001• 49 0.0.IOS 0.0031 3,%1726 0.0038 0,0004 42,736601 0,01.U 0,0039 O.D'JIU .J63SS.,~1'S 435.469.764,75 

Tobi 31.881.104.000 67.819 1,0000 0,25 4.656 1,0000 0,35 910 1,0000 0,10 3.257 1,0000 0,30 1,00 3.542.345.120 35.423.451.200 

Kontrol Pen,h(tunean 
P1gu Alokasl D•na Oe.11 KabuP1ten KabupeU!n Bot11nc 
Mongondow Timur 35 123 •IS I '.lOO 
l"l&S~ Pemltuni.1n Puu Oe.rit Des• K1bup.1:en X 
Pagu A.k>kJlsl Oasar 398.513.826 
Hain Hltunc Alokasf e>awr 
Pagu Ak>ust Fomiula 3.5q2,315. I 20 
Hasn l"lftung AJokasr Formula 
Jumiah De» 80 

Bobot 

JP 25% 
AK 35% 
LW 10% 
IKG 30% 

/1:..._BUPATI BOLAANG M~ 

-2:LAKDJAR 

t 


